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Abstract: The community service activities aim to provide institutional facilitation and mentoring
through training, managerial development, strengthening organizational structures, and developing
business development strategies for cooperatives. The methods used include interactive lectures, Focus
Group Discussions (FGDs), Problem-Based Learning, and Annual Member Meeting (RAT)
simulations. The results of the activities indicate an increase in the understanding of management and
members regarding cooperative governance, business planning, service innovation, and cooperative
decision-making mechanisms. This mentoring is expected to be the first step in strengthening the Merah
Putih Village Cooperative (KKMP) so that it can develop into a healthy, accountable cooperative that
contributes to the welfare of the West Semarang Village community.

Abstrak : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan fasilitasi dan
pendampingan kelembagaan melalui pelatihan, pembinaan manajerial, penguatan struktur organisasi,
serta penyusunan strategi pengembangan usaha bagi koperasi. Metode yang digunakan meliputi
ceramah interaktif, Focus Group Discussion (FGD), Problem Based Learning, serta simulasi Rapat
Anggota Tahunan (RAT). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus dan
anggota mengenai tata kelola koperasi, penyusunan perencanaan usaha, inovasi layanan, serta
mekanisme pengambilan keputusan koperasi. Pendampingan ini diharapkan menjadi langkah awal
penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) agar dapat berkembang menjadi koperasi yang
sehat, akuntabel, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kelurahan Semarang Barat

Keyword : Fasilitasi, Pendampingan, Kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berbasis komunitas merupakan salah satu pendekatan strategis dalam
upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti
Indonesia. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi
melalui penguatan kelembagaan lokal, peningkatan partisipasi, serta pengelolaan sumber daya ekonomi
secara kolektif dan berkelanjutan. Dalam konteks perekonomian nasional Indonesia, koperasi memiliki
posisi yang sangat strategis karena secara konstitusional diakui sebagai sokoguru perekonomian
nasional yang mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).
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Koperasi tidak hanya dipahami sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi
juga sebagai lembaga sosial-ekonomi yang menekankan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong
royong. Melalui mekanisme keanggotaan yang bersifat sukarela dan pengelolaan yang demokratis,
koperasi diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas akses
terhadap sumber daya ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi (Johnston Birchall,
2011). Oleh karena itu, penguatan koperasi, khususnya di tingkat desa dan kelurahan, menjadi agenda
penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perkembangan koperasi di tingkat desa dan
kelurahan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan manajerial. Banyak koperasi yang
dibentuk secara administratif belum mampu beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Permasalahan
yang umum dijumpai meliputi lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya kapasitas sumber daya
manusia pengurus, sistem administrasi keanggotaan yang belum tertata, akuntabilitas keuangan yang
lemah, serta rendahnya literasi koperasi di kalangan anggota (Wardana et al., 2025). Kondisi tersebut
menyebabkan koperasi sulit berkembang dan belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang
signifikan bagi anggotanya maupun masyarakat sekitar.

Selain permasalahan internal, koperasi di tingkat lokal juga menghadapi tantangan eksternal
berupa keterbatasan akses permodalan, minimnya jejaring kemitraan, serta rendahnya kemampuan
dalam mengembangkan unit usaha yang adaptif terhadap kebutuhan pasar. Tanpa adanya pendampingan
dan fasilitasi yang memadai, koperasi berisiko menjadi lembaga formal yang pasif dan tidak berfungsi
secara optimal sebagai penggerak ekonomi masyarakat (Suryaningrum et al., 2024). Oleh karena itu,
pembentukan koperasi perlu diiringi dengan upaya penguatan kelembagaan yang sistematis dan
berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan
Koperasi Merah Putih mendorong pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Kebijakan ini
merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan inklusi
keuangan, memperpendek rantai distribusi, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di
tingkat lokal. Program Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi simbol kebijakan, tetapi
benar-benar berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang produktif dan berkelanjutan
(Hutapea et al., 2024).

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat, Kota Semarang,
merupakan salah satu koperasi yang dibentuk dalam kerangka implementasi kebijakan tersebut. Sebagai
koperasi yang relatif baru, KKMP memiliki potensi besar untuk menjadi wadah partisipasi ekonomi

masyarakat kelurahan, baik melalui kegiatan simpan pinjam, pengembangan usaha mikro anggota,
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maupun penguatan jejaring ekonomi lokal. Potensi ini sejalan dengan karakteristik wilayah Kelurahan
Semarang Barat yang memiliki dinamika ekonomi masyarakat yang cukup beragam dan peluang
pengembangan usaha berbasis kebutuhan lokal.

Meskipun demikian, pada tahap awal operasional, KKMP di Kelurahan Semarang Barat masih
menghadapi berbagai kendala kelembagaan yang menghambat optimalisasi perannya. Permasalahan
yang dihadapi antara lain belum optimalnya struktur organisasi dan pembagian tugas pengurus,
lemahnya sistem administrasi dan pencatatan keanggotaan, rendahnya akuntabilitas dan transparansi
keuangan, serta keterbatasan kapasitas pengurus dalam merencanakan dan mengelola unit usaha
koperasi. Selain itu, literasi koperasi di kalangan anggota masih relatif rendah, sehingga partisipasi
anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan usaha koperasi belum optimal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi, khususnya koperasi tingkat
lokal, sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia
pengelolanya. Koperasi dengan tata kelola yang baik, sistem administrasi yang rapi, serta pengurus yang
kompeten cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan (Cornforth, 2014). Sebaliknya,
koperasi yang lemah secara kelembagaan berisiko mengalami stagnasi bahkan kegagalan usaha.

Dalam konteks tersebut, fasilitasi dan pendampingan kelembagaan menjadi pendekatan yang
sangat relevan untuk memperkuat koperasi yang masih berada pada tahap awal pengembangan.
Fasilitasi mencakup dukungan kebijakan, penguatan regulasi internal, serta penyediaan sarana
pendukung kelembagaan. Sementara itu, pendampingan lebih menekankan pada proses pembinaan,
bimbingan, dan penguatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi secara berkelanjutan (Novitasari et
al., 2025). Melalui pendampingan, koperasi tidak hanya dibantu dalam aspek teknis, tetapi juga didorong
untuk membangun budaya organisasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan fokus pada pendampingan
kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat dirancang
sebagai upaya konkret untuk menjawab permasalahan tersebut. Kegiatan ini bertujuan memberikan
fasilitasi dan pendampingan yang terintegrasi melalui pelatihan manajerial, penguatan struktur
organisasi, pembenahan sistem administrasi dan keuangan, serta penyusunan strategi pengembangan
unit usaha koperasi. Pendekatan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa proses pendampingan
benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil koperasi.

Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan KKMP di Kelurahan Semarang Barat mampu memperkuat
fondasi kelembagaannya sehingga dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, dan
berkelanjutan. Lebih jauh, penguatan kelembagaan KKMP diharapkan dapat berkontribusi pada

peningkatan kesejahteraan anggota, penguatan ekonomi lokal, serta mendukung keberhasilan

Annusfy : Journal of Multidisciplinary Research| 285



implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi
nasional berbasis kerakyatan.

Koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang memiliki karakteristik unik dibandingkan
badan usaha lainnya. Keunikan tersebut terletak pada orientasi koperasi yang tidak semata-mata
berfokus pada pencapaian keuntungan, melainkan pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui
pengelolaan usaha secara kolektif dan demokratis. International Cooperative Alliance (ICA)
mendefinisikan koperasi sebagai asosiasi otonom dari orang-orang yang secara sukarela bergabung
untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang
dimiliki dan dikendalikan secara demokratis (ICA, 2025).

Dalam konteks Indonesia, koperasi memiliki landasan filosofis dan konstitusional yang kuat
sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan ini
menempatkan koperasi sebagai wujud konkret dari demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan, di
mana kepentingan bersama menjadi orientasi utama dalam kegiatan ekonomi (Kurniawan & Haryono,
2023)).

Prinsip-prinsip koperasi yang meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan
demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan pelatihan, kerja
sama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas menjadi fondasi normatif yang membedakan
koperasi dari badan usaha kapitalistik. Prinsip-prinsip ini menuntut adanya tata kelola kelembagaan
yang kuat agar koperasi mampu berfungsi secara efektif dan berkelanjutan (Johnston Birchall, 2011).

Namun, implementasi prinsip koperasi dalam praktik sering kali menghadapi tantangan,
terutama pada koperasi yang baru dibentuk di tingkat desa dan kelurahan. Banyak koperasi yang secara
formal memenuhi persyaratan pendirian, tetapi secara substantif belum mampu menerapkan prinsip-
prinsip koperasi dalam tata kelola dan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan
koperasi menjadi prasyarat utama agar koperasi dapat menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi
rakyat secara optimal.

Kelembagaan koperasi merujuk pada seperangkat aturan formal dan informal yang mengatur
struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, pembagian peran dan tanggung jawab, serta
sistem pengelolaan sumber daya dalam koperasi. Tata kelola koperasi (cooperative governance) yang
baik ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota, serta kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip koperasi (Cornforth, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola
kelembagaan merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kinerja koperasi di berbagai negara
berkembang. Koperasi yang tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem administrasi yang rapi,

serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan cenderung mengalami stagnasi bahkan
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kegagalan usaha (Wanyama, 2015). Sebaliknya, koperasi dengan tata kelola yang baik memiliki peluang
lebih besar untuk tumbuh dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi.

Dalam konteks koperasi kelurahan, tantangan tata kelola menjadi semakin kompleks karena
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya literasi organisasi di kalangan pengurus dan
anggota. Banyak pengurus koperasi yang dipilih berdasarkan kedekatan sosial, bukan kompetensi
manajerial, sehingga pengelolaan koperasi sering kali dilakukan secara informal dan kurang profesional
(Mulyana et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan koperasi tidak dapat
dilakukan secara instan, melainkan memerlukan proses pembelajaran dan pendampingan yang
berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan institutional theory yang menekankan bahwa
perubahan kelembagaan memerlukan internalisasi norma, nilai, dan praktik organisasi secara bertahap
(Tolbert & Zucker, 1996).

Fasilitasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan koperasi, khususnya
pada tahap awal pembentukan. Fasilitasi mencakup dukungan kebijakan, penyediaan regulasi yang
kondusif, bantuan teknis, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan koperasi.
Dalam konteks pemerintahan daerah, fasilitasi koperasi sering kali diwujudkan melalui pembinaan,
pelatihan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Astutik et al., 2025).Peran fasilitasi
pemerintah menjadi sangat penting karena koperasi tingkat desa dan kelurahan umumnya memiliki
keterbatasan sumber daya, baik dari sisi modal, pengetahuan, maupun jejaring usaha. Tanpa fasilitasi
yang memadai, koperasi berisiko tidak mampu berkembang dan hanya menjadi entitas formal tanpa
aktivitas ekonomi yang signifikan (Sari & Nidar, 2025).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa dukungan dan program fasilitasi pemerintah/lembaga
terkait (seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia) memiliki pengaruh positif terhadap
peningkatan kapasitas manajerial pengurus koperasi serta kinerja operasional koperasi secara
keseluruhan. Pelatihan dan pendidikan manajerial telah terbukti meningkatkan kompetensi pengurus
sehingga memperbaiki pengelolaan koperasi dan membantu koperasi mencapai tujuan pemberdayaan
ekonominya (Martini et al., 2017)

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa pengembangan koperasi yang berkelanjutan
membutuhkan pendampingan dan pembinaan kelembagaan yang kontinu, termasuk pelatihan
manajerial, strategi pengembangan unit usaha, dan partisipasi aktif anggota dalam proses perencanaan
dan evaluasi program pemberdayaan. Pendekatan ini terbukti memperkuat struktur organisasi sekaligus
meningkatkan daya saing koperasi secara berkelanjutan. Studi tentang praktik manajemen koperasi
berkelanjutan menegaskan peran latihan dan manajemen yang berkelanjutan dalam meningkatkan

efektivitas operasional dan pencapaian tujuan koperasi (Attolba-Aquino & Castarieda, 2025).
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Pendampingan koperasi mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan kapasitas manajerial
pengurus, pembenahan sistem administrasi dan operasional, hingga pembentukan struktur organisasi
serta penyusunan standar operasional yang mendukung manajemen koperasi secara profesional. Studi
empiris menemukan bahwa pendampingan tata kelola operasional koperasi membantu koperasi
meningkatkan kinerjanya dan mengoptimalkan sistem administrasi, sementara pendidikan dan pelatihan
manajerial terbukti meningkatkan kompetensi pengurus dalam menjalankan tugas pengelolaan
kelembagaan (Susanto & Noviantoro, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui program pelatihan dan
peningkatan pengetahuan bagi pengurus koperasi secara signifikan berkontribusi pada peningkatan
kinerja operasional koperasi. Program peningkatan kapasitas semacam ini mendorong pengurus
memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan
organisasi, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan dan kinerja koperasi secara keseluruhan
(Titin et al., 2024).

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan
koperasi di wilayahnya. Pemerintah daerah bertindak tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai
fasilitator dan Kkatalisator melalui penyediaan dukungan kebijakan, program pembinaan, serta
penghubungan koperasi dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha lainnya. Peran-peran ini telah
ditunjukkan dalam studi empiris tentang pemberdayaan ekonomi lokal oleh pemerintah daerah (Aditya
et al., 2025).Sebagai katalisator, pemerintah kelurahan diharapkan mampu mendorong terciptanya
ekosistem ekonomi lokal yang mendukung perkembangan koperasi. Ekosistem ini mencakup jejaring
usaha, akses pasar, serta kolaborasi antar pelaku ekonomi lokal. Dalam hal ini, koperasi tidak berjalan
sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi kelurahan (Nugraha & Intan,
2024).

Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai program nasional memiliki tantangan yang serupa
dengan koperasi-koperasi lokal lainnya, terutama pada tahap awal pembentukan. Oleh karena itu,
pendekatan pendampingan kelembagaan menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa koperasi
tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu berfungsi secara substantif sebagai
lembaga ekonomi masyarakat.Pendampingan kelembagaan memungkinkan koperasi membangun
fondasi organisasi yang kuat, meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota, serta merumuskan strategi
pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Dalam jangka panjang, pendampingan
diharapkan mampu mendorong koperasi menjadi lembaga yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan,
sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional berbasis

kerakyatan.
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METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang menggunakan pendekatan
partisipatif (participatory approach) yang menempatkan pengurus dan anggota Koperasi Kelurahan
Merah Putih (KKMP) sebagai subjek utama dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan partisipatif
dipilih karena dinilai paling sesuai untuk kegiatan penguatan kelembagaan koperasi, yang menuntut
keterlibatan aktif, rasa memiliki, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan koperasi
(Chambers, 1994).

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pendekatan partisipatif tidak hanya berfungsi
sebagai metode teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan yang
memungkinkan masyarakat sasaran terlibat secara langsung dalam proses identifikasi masalah,
perumusan solusi, serta evaluasi hasil kegiatan. Dengan demikian, hasil kegiatan diharapkan tidak
bersifat top-down, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan potensi lokal koperasi
(Riswan & Bushra Beegom, 2021).

Desain kegiatan PKM ini bersifat deskriptif-implementatif, yaitu memadukan kegiatan analisis
kondisi awal koperasi dengan implementasi berbagai metode pembelajaran dan pendampingan
kelembagaan. Desain ini memungkinkan tim pengabdian tidak hanya memberikan materi, tetapi juga
terlibat langsung dalam proses penguatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi secara bertahap dan

berkelanjutan.

Subjek dan Lokasi Kegiatan

Subjek kegiatan PKM ini adalah pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota Koperasi
Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat, Kota Semarang. Pemilihan lokasi
didasarkan pada pertimbangan bahwa KKMP merupakan koperasi yang relatif baru dibentuk sebagai
bagian dari implementasi kebijakan nasional percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga
masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan.

Karakteristik peserta kegiatan yang beragam, baik dari sisi latar belakang pendidikan,
pengalaman organisasi, maupun jenis usaha yang dijalankan, menjadi pertimbangan penting dalam
perancangan metode pelaksanaan. Oleh karena itu, metode yang digunakan disesuaikan agar inklusif,

mudah dipahami, dan aplikatif, sehingga dapat menjangkau seluruh peserta secara efektif.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu:
(1) tahap persiapan dan identifikasi kebutuhan, (2) tahap pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan, serta

(3) tahap evaluasi dan refleksi kegiatan.
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Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan pihak kelurahan serta
pengurus KKMP. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi awal mengenai kondisi koperasi,
meliputi struktur organisasi, sistem administrasi, jenis kegiatan usaha, serta permasalahan yang
dihadapi.

Identifikasi kebutuhan dilakukan secara partisipatif melalui diskusi awal dan observasi
lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi dan metode pendampingan yang
diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan koperasi. Tahap ini sejalan dengan prinsip needs-based

approach dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Unterm, 2009).

Metode Ceramah Interaktif

Metode ceramah interaktif digunakan sebagai sarana penyampaian materi konseptual terkait
prinsip koperasi, tata kelola kelembagaan, manajemen koperasi, serta peran dan tanggung jawab
pengurus dan anggota. Ceramah disampaikan dengan pendekatan dialogis, di mana peserta tidak hanya
berperan sebagai pendengar pasif, tetapi juga didorong untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi
pengalaman.

Pemilihan metode ceramah interaktif didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar
peserta masih memerlukan penguatan pemahaman dasar mengenai konsep dan prinsip koperasi.
Menurut Knowles (2107), pembelajaran orang dewasa akan lebih efektif apabila materi disampaikan
secara kontekstual dan melibatkan pengalaman peserta sebagai sumber belajar.

Dalam kegiatan ini, ceramah interaktif diperkaya dengan studi kasus sederhana yang relevan
dengan kondisi KKMP, sehingga peserta dapat mengaitkan materi dengan praktik pengelolaan koperasi
sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus kesadaran

peserta akan pentingnya tata kelola koperasi yang baik.

Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) digunakan sebagai metode utama untuk menggali
permasalahan internal koperasi, memetakan potensi dan peluang usaha, serta merumuskan rencana kerja
koperasi secara partisipatif. FGD memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan antar peserta dan
mendorong munculnya kesepakatan bersama mengenai arah pengembangan koperasi (Krueger & Casey,
2015).

Dalam pelaksanaan FGD, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari pengurus,

pengawas, dan anggota koperasi. Setiap kelompok difasilitasi untuk mendiskusikan topik tertentu,
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seperti permasalahan kelembagaan, kendala administrasi dan keuangan, serta peluang pengembangan
unit usaha. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan dan dibahas bersama dalam forum pleno.
Penggunaan FGD dalam kegiatan PKM ini bertujuan untuk memperkuat rasa kepemilikan
(sense of ownership) peserta terhadap hasil kegiatan. Dengan terlibat langsung dalam proses perumusan
rencana kerja, peserta diharapkan memiliki komitmen yang lebih kuat untuk mengimplementasikan

hasil kesepakatan dalam praktik pengelolaan koperasi.

Problem Based Learning (PBL)

Problem Based Learning (PBL) diterapkan untuk mendorong peserta menganalisis
permasalahan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan usaha anggota koperasi, seperti pemasaran
produk, pengemasan, penentuan harga, dan akses permodalan. PBL menempatkan masalah sebagai titik
awal pembelajaran, sehingga peserta didorong untuk berpikir kritis dan solutif (Hmelo-Silver, 2004)

Dalam kegiatan ini, peserta diminta mengidentifikasi permasalahan usaha yang paling relevan
dengan kondisi mereka. Selanjutnya, peserta difasilitasi untuk merumuskan alternatif solusi dan inovasi
usaha yang realistis dan dapat diimplementasikan dalam konteks koperasi kelurahan. Pendekatan ini
sejalan dengan prinsip experiential learning yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman
langsung (Kolb et al., 2017).

Penerapan PBL diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan analisis peserta, tetapi juga
mendorong munculnya inovasi usaha koperasi yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal. Dengan
demikian, koperasi tidak hanya diperkuat dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari sisi pengembangan

usaha produktif.

Simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilakukan dengan metode role-play untuk
memberikan pengalaman praktis kepada peserta mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam
koperasi. Dalam simulasi ini, peserta diberi peran sebagai pengurus, pengawas, ketua rapat, dan anggota
koperasi.

Simulasi RAT mencakup penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas,
pembahasan Sisa Hasil Usaha (SHU), serta proses pengambilan keputusan secara demokratis. Metode
simulasi dipilih karena dinilai efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola
koperasi dan hak serta kewajiban anggota (Chernikova et al., 2020).

Melalui simulasi RAT, peserta diharapkan memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas,

dan partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, simulasi ini juga menjadi sarana
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pembelajaran praktis bagi pengurus dalam mempersiapkan dan melaksanakan RAT secara tertib dan
sesuai prinsip koperasi.
Evaluasi dan Refleksi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui diskusi reflektif dan umpan balik dari
peserta. Evaluasi difokuskan pada tingkat pemahaman peserta, relevansi materi, serta manfaat kegiatan
bagi penguatan kelembagaan koperasi. Pendekatan evaluasi partisipatif digunakan untuk memastikan
bahwa penilaian kegiatan mencerminkan perspektif peserta (Montano et al., 2025). Hasil evaluasi
menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut dan pendampingan lanjutan. Dengan
demikian, kegiatan PKM ini tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan, tetapi menjadi bagian dari proses

penguatan kelembagaan koperasi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada
pendampingan kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat
menunjukkan adanya perubahan positif pada berbagai aspek kelembagaan koperasi. Perubahan tersebut
tidak hanya terlihat pada peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dan prinsip koperasi, tetapi
juga pada sikap, kesiapan, dan komitmen pengurus serta anggota dalam mengelola koperasi secara lebih
profesional dan berkelanjutan.

Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, pengelolaan koperasi masih bersifat
administratif dan belum didukung oleh perencanaan yang sistematis. Struktur organisasi telah terbentuk,
namun pembagian tugas dan fungsi belum berjalan optimal. Selain itu, mekanisme pengambilan
keputusan dan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota belum sepenuhnya dipahami sebagai
bagian dari prinsip demokrasi ekonomi koperasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Astutik et al. (2025)
yang menyatakan bahwa banyak koperasi tingkat lokal masih menghadapi persoalan kelembagaan
akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan minimnya pendampingan.

Melalui rangkaian kegiatan PKM yang meliputi ceramah interaktif, Focus Group Discussion
(FGD), Problem Based Learning (PBL), dan simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), koperasi mulai
menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam mengelola organisasi dan merencanakan pengembangan
usaha. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan PKM
mampu mendorong proses pembelajaran kolektif dan internalisasi nilai-nilai koperasi di kalangan
pengurus dan anggota.

Salah satu hasil utama dari kegiatan pendampingan kelembagaan ini adalah meningkatnya
pemahaman pengurus dan anggota koperasi mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi, peran dan

tanggung jawab masing-masing unsur organisasi, serta pentingnya tata kelola yang transparan dan
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akuntabel. Melalui metode ceramah interaktif, peserta memperoleh pemahaman konseptual mengenai
koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang dikelola secara demokratis dan berorientasi pada
kesejahteraan anggota.

Peningkatan pemahaman ini tercermin dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali
fungsi pengurus, pengawas, dan anggota, serta pentingnya pemisahan peran antara pengelola dan
pengawas koperasi. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung
pada kualitas tata kelola kelembagaan, bukan semata-mata pada besarnya modal atau jumlah anggota.
Temuan ini sejalan dengan (Cornforth, 2014) yang menekankan bahwa tata kelola yang baik merupakan
prasyarat utama keberlanjutan koperasi.

Dari sisi kapasitas sumber daya manusia, kegiatan pendampingan juga mendorong peningkatan
kepercayaan diri pengurus dalam menjalankan fungsi manajerial. Pengurus yang sebelumnya ragu
dalam menyusun administrasi dan laporan mulai menunjukkan kesiapan untuk menerapkan sistem
pencatatan yang lebih tertib dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan kelembagaan
tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesiapan psikologis dan sikap
profesional pengurus koperasi.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan bahwa sebelum kegiatan pendampingan,
KKMP belum memiliki rencana kerja yang tersusun secara sistematis dan disepakati bersama oleh
seluruh unsur koperasi. Kegiatan operasional koperasi berjalan secara insidental dan belum didasarkan
pada perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah. Kondisi ini menyebabkan koperasi sulit
mengukur kinerja dan arah pengembangannya.

Melalui FGD, pengurus dan anggota difasilitasi untuk mengidentifikasi permasalahan utama
yang dihadapi koperasi, seperti lemahnya administrasi keanggotaan, belum optimalnya pelayanan
kepada anggota, serta keterbatasan unit usaha yang dijalankan. Selanjutnya, peserta secara partisipatif
merumuskan rencana kerja sederhana yang mencakup penguatan administrasi keanggotaan, peningkatan
kualitas layanan, serta pengembangan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat
Kelurahan Semarang Barat.

Proses FGD mendorong terjadinya dialog terbuka dan pertukaran pandangan antar peserta,
sehingga rencana kerja yang dihasilkan bukan merupakan keputusan sepihak pengurus, melainkan hasil
kesepakatan bersama. Hal ini penting dalam konteks koperasi, karena partisipasi anggota dalam
perencanaan merupakan salah satu prinsip utama koperasi (ICA, 2025). Temuan ini memperkuat
pandangan (Krueger & Casey, 2015) bahwa FGD merupakan metode efektif untuk membangun
konsensus dan rasa kepemilikan dalam organisasi berbasis komunitas.

Pada aspek pengembangan usaha, penerapan Problem Based Learning (PBL) mendorong

peserta untuk menganalisis permasalahan nyata yang dihadapi oleh anggota koperasi dalam
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menjalankan usaha. Permasalahan yang diidentifikasi antara lain keterbatasan pemasaran produk,
pengemasan yang kurang menarik, serta keterbatasan akses permodalan.

Gambar 1 Kegiatan Penyampaian Materi

Melalui diskusi berbasis masalah, peserta didorong untuk merumuskan solusi dan inovasi usaha
yang realistis dan sesuai dengan kondisi koperasi. Hasil PBL menunjukkan munculnya ide-ide
pengembangan unit usaha koperasi, seperti penguatan unit simpan pinjam berbasis kebutuhan anggota
dan pengembangan usaha perdagangan kebutuhan pokok yang memiliki permintaan relatif stabil di
tingkat kelurahan.

Pendekatan PBL terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan
masalah peserta. Hal ini sejalan dengan temuan (Hmelo-Silver, 2004) dan (Kolb et al., 2017) yang
menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dan pengalaman langsung mampu meningkatkan
keterampilan berpikir kritis dan kreativitas peserta. Dalam konteks PKM ini, PBL tidak hanya berfungsi
sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana mendorong inovasi usaha koperasi.

Simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan salah satu kegiatan yang memberikan
dampak signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai mekanisme demokrasi ekonomi dalam
koperasi. Melalui metode role-play, peserta diberi peran sebagai pengurus, pengawas, dan anggota,
sehingga dapat merasakan secara langsung proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban
dalam koperasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya RAT sebagai
forum tertinggi dalam koperasi yang menjadi sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.
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Peserta juga memahami mekanisme pembahasan laporan keuangan, pembagian Sisa Hasil Usaha
(SHU), serta pengambilan keputusan secara musyawarah. Temuan ini sejalan dengan (Choudhary &
Jalan, 2022) yang menyatakan bahwa metode simulasi efektif untuk meningkatkan pemahaman praktis
terhadap proses organisasi yang kompleks.Simulasi RAT juga berkontribusi pada peningkatan
kesadaran pengurus akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membangun komitmen
pengurus untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam praktik pengelolaan koperasi
sehari-hari.

Pembahasan hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan kelembagaan memiliki peran
strategis dalam meningkatkan kesiapan KKMP untuk berkembang secara berkelanjutan. Penguatan
kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan menjadi faktor kunci yang menentukan
keberhasilan koperasi di tingkat kelurahan. Hasil ini konsisten dengan temuan (Wanyama, 2015) dan
(Masyhuri, 2024) yang menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam pengembangan
koperasi lokal.

Dalam konteks Koperasi Kelurahan Merah Putih, pendampingan kelembagaan tidak hanya
berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi bagi pengembangan koperasi jangka
panjang. Dengan meningkatnya pemahaman, kapasitas, dan komitmen pengurus serta anggota, KKMP
memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi koperasi yang sehat, akuntabel, dan berdaya
saing, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Semarang

Barat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pendampingan
kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat, Kota Semarang,
memberikan gambaran empiris bahwa koperasi yang dibentuk dalam kerangka kebijakan nasional masih
menghadapi berbagai tantangan kelembagaan yang bersifat mendasar. Tantangan tersebut meliputi
lemahnya tata kelola organisasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, administrasi
keanggotaan yang belum tertata secara sistematis, rendahnya akuntabilitas dan transparansi keuangan,
serta keterbatasan kemampuan koperasi dalam mengembangkan unit usaha yang produktif dan
berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa fasilitasi dan pendampingan kelembagaan
yang dilakukan secara terstruktur dan partisipatif mampu memberikan dampak positif terhadap
peningkatan pemahaman, sikap, dan kesiapan pengurus serta anggota koperasi. Melalui ceramah

interaktif, Focus Group Discussion (FGD), Problem Based Learning (PBL), dan simulasi Rapat Anggota
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Tahunan (RAT), pengurus dan anggota KKMP memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai
prinsip-prinsip koperasi, peran dan tanggung jawab organisasi, serta pentingnya tata kelola yang
transparan, akuntabel, dan demokratis.

Selain peningkatan pemahaman konseptual, kegiatan PKM ini juga mendorong terjadinya
perubahan pada aspek praksis pengelolaan koperasi. Hal ini tercermin dari mulai tersusunnya rencana
kerja koperasi secara partisipatif, meningkatnya kesadaran pengurus akan pentingnya administrasi dan
pencatatan keuangan yang tertib, serta munculnya gagasan pengembangan unit usaha yang lebih relevan
dengan kebutuhan dan potensi lokal masyarakat Kelurahan Semarang Barat. Temuan ini memperkuat
pandangan bahwa penguatan kelembagaan koperasi tidak dapat dicapai hanya melalui pembentukan
struktur formal, tetapi memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan dan kontekstual (Mufid &
Ardianti, 2025; Wanyama, 2015).

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan kelembagaan ini dapat dipandang sebagai langkah
awal yang strategis dalam membangun fondasi kelembagaan KKMP agar mampu berkembang menjadi
koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, hasil yang dicapai masih
bersifat awal dan memerlukan tindak lanjut yang konsisten agar perubahan yang telah dimulai dapat

terinternalisasi secara permanen dalam praktik pengelolaan koperasi.
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